PERATURAN ?UPATI BANYUMAS
NOMOR 3 dTAHUN 2004
TENTANG
R oz rjﬁlg ORGANISASI, TUGAS POKOK,
BATAN DAN TATAKERJA

KEBUN BIBIT PERMANEN

PADA DINAS KEHUT’f\NAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUMAS

PEMBENTUKAN, Susy

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang . bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan 11
Peraturan Daerqh Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun
2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinasi Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten

Banyumas serta dalam rangka menunjang

penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang

kehutanan dan ' perkebunan secara berdaya guna dan
guna dipandang perlu untuk menetapkan

berhasil
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan

Tatakerja Kebun Bibit Permanen pada Dinas Kehutanan

dan Perkebunan Kabupaten Banyumas.

undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

] ng-
- 1. Undang Daerah-daerah  Kabupaten  dalam

Pem pentukan

Mengingat

pinsi Jawa Tengah;
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Selapkan

2. Undang

g
Daerah SImar g
(Lembaran Tahun 2004 tentang pemerintahan

Lemba eQara ‘
ran Negarg Nomgr 44 o 2004 Nomor 125, Tambahan
37);

Peraturan p
Pemerintah Pusat dah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
N Propins; Sebagai Daerah Otonom (Lembaran

Negara Tah
un 2000
Nomor 54). Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemer:
m
Organisasi Perenntah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Nomor 14 T angkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003
ambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

5. Keputus :
putusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 Tahun 2004

tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyumas (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 20 Seri D)

MEMUTUSKAN:

BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN

PERATURAN GRS POKOK URAIAN TUGAS JABATAN DAN

ORGANISASI,KEBUN BIBIT PERMANEN PADA DINAS KEHUTANAN
A KERJA YUMAS.

;i:\u PERKEBUNAN kaABUPATEN BAT
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BAB |
KETENTUAN UMum

‘ Pasal 1

i peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan -

‘9@ paerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas:

Pemeﬁntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- hutanan da
pinas  Ke N Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten
Banyumas,

Kebun Bibit Permanen adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan
perkepunan Kabupaten Banyumas yang mempunyai kebun sebagai tempat
untuk memproduksi dan memuat benih / bibit kehutanan dan perkebunan
bermutu dari varietas unggul, tempat pembinaan dan pelatihan penangkaran,
yang selanjutnya disebut KBP;

Kepala KBP adalah Kepala KBP pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Banyumas;

Jabatan fungsional adaiah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan

atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
| Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian

atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan

Perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB I
PEMBENTUKAN

pasal 2

= i =:1 4 Parmanen
o Peraturan ini dibentuk Kebun Bibit Per
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BAB

pQSa| 3
5 it permanen Merupakan, Unit P

ela kSan 3
b nan Kabupaten Banyumasg 3 Teknis pada Dinas Kehutanan dan
f

Pasaj 4

it Permanen dipimpin oleh seora

ng K _
gung jawab kepada Kepala Dinas. 9 Kepala Yang berada di bawah dan

|

BAB Iv
SUSUNAN ORGANisas]

Pasal 5
isunan Organisasi KBP terdiri dari :
. Kepala ;
.Urusan Tata Usaha;
. Kelompok Jabatan Fungsional.

igan susunan organisasi KBP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
bupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BABV
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS
Bagian Pertama
Kepala KBP

pasal 6
‘K kegiatan dalam bidang pengelolaan,
penyediaan entres dan pemasaran

rsediaan benih / bibit

BP Mempunyai tugas pokok mengelola
kualitas,

i Pemgy; atan
. haraan, peningk e perkebUnan agar kete

b'b't Tanaman kehutanan d
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Kepala KBp Pasal L
as ;
,iantug bt dsebagal beriky -
su an j ’
meﬂYu Jadwg| kegiatan

erkait » antar unit kerja, dengan lembaga
alt baj
remperolen kesatuan pendapgt. alk secara formal maupun informal guna

kan inventarisac:
menyelenggara arisasj pendat
. § . ! aan . .
e analisis kebijakan teknis dan pemutakhiran data sebagai

Produksi dan perbanyakan benih dan bibit

anaman kehutanan dan perkebynan.

| pemecahannya;

nengorganisasikan penyelenggaraan pengawasan dibidang produksi benih dan
pbit tanaman kehutanan dan perkebunan agar benih/bibit yang digunakan
bermutu dari varietas unggul;

mengkoordinasikan kegiatan produksi dan perbanyakan benih dan bibit,
pemeliharaan dan pengendalian kualitas benih dan bibit serta pemeliharaan
phon induk dan produksi entres tanaman kehutanan dan perkebunan agar
| letersediaan benih/ bibit meningkat;

Imengkoordinasikan kegiatan kaji terap teknologi pembenihan / pembibitan,
pembinaan dan bimbingan teknis produksi benih dan perbanyakan bibit tanaman
bagi penangkar, pembinaan penerapan teknologi anjuran sesuai dengan tipe

%oekologi, genotif dan fenotif benih / bibit tanaman serta pengujian dan

®nyebarluasan benih / bibit varietas unggul lokal kehutanan dan perkebunan

i [ ad I tertentu;
a ihasi kan i ibi tas baru yang mempunyal keunggula
f gar l ll benlh/blblt varie n

i menyelenggarakan pengajuan sertifikasi benih / bibit tanaman kehutanan dan
| ®kebunan sebagai sumber benih/bibit;
ara .
roleh harga yang wajar,

njang kinerja KBP;

i i bibit tanaman
| n dan promosl benih /
"Melenggarakan kegiatan Pemas

ikehuta”an dan perkebunan agar dipe

untuk menu
menyeler1SJgarakan urusan ketatausahaa
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; neriksa hasil pelaksana
ang ber] 9as bg
| rosedury g aku agar ipefoleh Wahan Sesuai dengan peraturan dan

asil ker;

i g pennaian lferja Yang benar dan akurat;
- jtivitas dan efisieng; Pelaksanag . kinerja bawahan guna meningkatkan
| orkan  pelaksang Qas;

melaP an

kegiatan

emberikan bimbingan da

‘ﬂ peﬁanggungjawaban kegiatam KBp kepada atasan sebagai
relaksanakan tugas lain Sesuai bigan
lorgan's‘as' 9 lugasnya dalam rangka pencapaian tujuan
Bagian Kedua
Urusan Tata Usaha

| Pasal g
gla Urusan Tata Usaha mempunyai

( tugas pokok mengelola urusan
Ttatausahaan guna menunjang kegiatan KBP.

Pasal 9

\aian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

mengelola penyusunan rencana dan jadwal kegiatan KBP sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas
tn tanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

‘Melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga
Masyarakat dan atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna
Memperoleh kesatuan pendapat; _ |

1menyampaikan informasi  kebijakan teknis KBP I.<epada pihak yang
berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang smergls,' | |

! "nyusun dok erencanaan dan pelaporan agar diperoleh sinkronisasi

un dokumen p

Frencanaan;

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

elenggarakan adminis,trasi

n
olan, administras; Men
ikeprotok asj kepe awaian Yyurat, kearsipan, perpustakaan,

inistrasi ’
jnas: B h -kGUangan dan tygag satperlengkapan dan kerumahtanggaan
. dan penghasilan Iaijn . Uan pemegang k san
ol oy Pegaws; serta gq g Kas dalam penguru
mengetahUIP asalahan yang terjag;. @M pembiayaan kegiatan untuk
ysun rencana kebutuhgp -’
o barang KBP, rencana mekanisme kerja dan tata
e kerj

l ang kantor serta rencang anggara
r N agar terwujudnya sinkronisasi

‘memb”at usulan perencanagn beserta g

. ng
jgar dapat memberi bahan ysy|an Perencan
pelaksanakan monitoring dan evaluasi

sganisasi untuk mengetahui kesesuaianny,

9arannya kepada pimpinan kegiatan
aan kegiatan yang sesuai;
pelaksanaan program kerja satuan
a dengan program kerja;

i hasil '

memenksa pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan
grosedur yang berlaku agar diperoleh hasi| kerja yang benar dan akurat;
nemberikan  bimbingan dan penilaian kineria bawahan guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai
rertanggungjawaban kegiatan;

‘melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan

organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

mpunyai tugas melaksanakan kegiatan yang

0 K ~ sional me
elompok Jabsatan Fung . p sesuai dengan keahlian bidang masing-

Ménunjang pelaksanaan tugas KB

Jaku.
Masing berdasarkan ketentuan yangd ber

kan perdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

! Jumiah jabatan fungsional ditentu

ional dilakukan sesuai dengan ketentuan
ngs

f
| Pembinaan terhadap enage " ngd perlaku-
Peraturan PerundaI'KJ‘“”dangan ]
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uda Kepala Dinas. da di bawah dan bertanggung jawab

Pasal 12

gmpok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-

sing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior kepangkatannya
nditunjuk oleh Kepala KBP.

Pasal 13

¥m melaksanakan tugasnya, Kepala KBP, Kepala Urusan serta para Pejabat

ngsional pada KBP wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi

hsimplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing

iun dengan Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

pasal 14

m lingkungan KBP bertanggung jawab

a
mberikan bimbingan

R sasi dal
I impinan Satuan Organisas! pawahannya serta me

Memimpin dan mengkoordin pskar
as.
an Petunjuk bagi pelak sanaan {19 .+ah petunjuk atasan dan
. harus mentaatl perintan P .
Pimpinan Satuan Organisasi " g-masing sera meryampaiken iaparen
masing-

an
beftanggung jawab kepada atas

berkala tepat pada waktum’a. | P
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gop [BPOEN yang diterimg,
) ’ yahannya, wajib diolgh da

i .
; ; MPinan  Satyan Organisasi dari
. pora" lebih lanjut dan untuk m

ipergu"aka

ns 1
emberikan ebagai bahan untuk penyusunan

Petunjuk kepada bawahan.

\ sam melaksanakan tugas Pimpinan
jganisasi di bawahnya dan dal a;m

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional pada 'kgp menyampaikan laporan kepada
KBP dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Urusan Tata Usaha
sun laporan berkala Kepala KBP.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Rincian tugas jabatan struktural dan uraian tugas jabatan fungsional umum
Gatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan

fing ditetapkan dengan Peraturan Bupat!
jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut
l h, sifat, jenis dan beban

Pembentukan - sub-sub kelompok

: r
tengan Peraturan Kepala Dinas berdasa
kerja

kan jumla
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1ol yAng belum diatur dalgm, Pery

s
d|atur lebih lanjut dengan Peraturan Kepalae;anjang mengenai pelaksanaannya
inas.

Pasal 13

juran ini mulai berlaku sejak tangga diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
4uran ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto

pada tanggal/ﬁz 1 DEC 2004

[S—

Dkundansf{an di Pur

Pada Tanggal .. .. N
BUPA“-’-'
SEKRETARIS QAER H KA

okerto :
“‘5 200A4.

SINGGIH wammm, SH.

f"”’ F-";,OQ 036 384 ne \]“‘rflﬂ-'-é

::“-; S HEA hf)”FATE‘ R 2‘&{&{ VLR |
Sy, e

-----------
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EaETPERANEN
;’fgﬁp’i#éN BANYUMAS DAN PERKEBUNAN Lampiran z‘:r;tourran Bgaéi Banyumas DQ,@‘OV
Kﬁ Tanggal
21 DEC 2004
KEPALA
URUSAN
TATA USAHA

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

—
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